
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum merupakan rangkaian peraturan yang mengatur tentang perbuatan serta tingkah 

laku manusia bermasyarakat.
1
 Norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan 

kehidupan manusia dalam sosial tertentu baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial 

hal ini menunjukkan untuk mencapai tata tertib demi keadilan sehingga dengan adanya norma 

hukum masyarakat diharapkan untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk taat kepada 

aturan hukum tersebut, Hukum hendaknya melindungi, mengatur dan memberikan 

keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.
2
 Dikarenakan kehidupan bernegara tidak 

terlepas dari adanya upaya-upaya pemerintah dalam mengatur dan mengurus urusan negara salah 

satunya ialah aspek hukum, hukum yang diatur tidak hanya kehidupan bernegara seperti 

kehidupan sosial melainkan juga lalu lintas. Ketertiban hukum dalam lalu lintas merupakan hal 

yang substantif dan salah satu hal penting mengingat bahwa peningkatan pelanggaran lalu lintas 

terkadang menjadi tantangan yang selalu update bagi pemerintah melalui lembaga kepolisian. 

Permasalahan ini kemudian mengharuskan adanya langkah penegakan hukum yang dapat 

memberikan efek jera ke semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sepeda motor merupakan 

alat transportasi kendaraan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Akibatnya, sepeda motor 

mendominasi jalan raya diantara kendaraan yang lebih besar dan terbukti menjadi jumlah 
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terbesar kecelakaan yang terjadi di jalan raya.
3
 Praktik penegakan hukum sendiri tidak bisa 

hanya terbelenggu dalam kekakuan hukum saat ini, dalam kondisi ini diperlukan terobosan 

hukum atau kemajuan hukum, agar hukum kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan 

zaman dan tuntutan masyarakat.
4
  

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat bagi pengguna 

jalan, pemerintah kemudian bertugas menjalankan fungsi keamanan melalui lembaga polri yang 

dalam tugas pokoknya ialah memberikan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum 

sebagaimana Pasall 30 ayat l (4) Undangl-Undang Dasar l Negara Republikl Indonesia Tahunl 1945 

yangl berbunyi kepolisianl negara republikl Indonesia sebagai l alat negaral yang menjagal 

keamananl dan ketertibanl masyarakat bertugas l melindungi, lmengayomi, melayani masyarakat l 

serta menegakkanl hukum
5
 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik 

Indonesia. Langkah penegakan hukum dalam hal lalu lintas pada dasarnya diatur dalam Pasal 1 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 bahwa “Penindakan pelanggaran lalu lintas 

dan angkutan jalan rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan 

terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan”.  

Upaya pemerintah melalui lembaga kepolisian dalam mengatasi permasalahan 

pelanggaran lalu lintas adalah dengan menerapkan bukti pelanggaran. Bukti pelanggaran atau 

tilang merupakan denda yang dikenakan oleh polisi kepada para pengguna jalan yang melanggar 
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peraturan, dengan adanya tilang ini diharapkan mampu menangani permasalahan lalu lintas.
6
 

Hambatan dalam penegakan hukum kecelakaan l lalu lintasl adalah peranl serta lmasyarakat, aparat 

lkepolisian, pemerintah daerah l tingkat Il dan tingkatl II sertal peran pemerintahl pusat untukl 

bersinergi menciptakanl lingkungan yangl aman, lnyaman dan tentram bagi l masyarakat.
7
 Hal ini 

merupakan wujud penegakanl hukum terhadapl pelanggaran lalul lintas dengan tetap 

memperhatikan asasl keadilan, kepastianl hukum, danl kemanfaatan. Namun dalam 

pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu segera penambahan instalasi CCTV dengan 

kualitas kamera yang memadai, memberitahukan kepada pemilik kendaraan bahwa ia telah 

melakukan pelanggaran dan segera mengganti nama kendaraannya, melakukan operasi razia di 

jalan raya, serta seperti melakukan sosialisasi dan edukasi tentang peraturan lalu lintas dan 

peraturan ETLE.
8
 

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan 

oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang l diharapkan mampul 

menangani permasalahanl berlalu llintas. Ada tigal fungsi utamal tilang lyaitu:
9
 

1. Sebagai suratl pengadilan ke Pengadilanl Negeri 

2. Sebagai pengantarl untuk membayar l denda kel Bank/ lPanitera 
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3. Sebagai tandal penyitaan atasl barang buktil yang disital seperti lSIM, STNK, ataul 

kendaraan 

Pada wawancara awal kamis 27 januari 2022 di Polda Kalsel bersama  kasubit gakkum 

ditlantas mengatakan bahwa latar belakang adanya E-Tilang ini bertujuan untuk menghilangkan 

asumsi dari masyarakat yang menilai bahwa menilang dengan cari uang padahal itu denda tilang 

merupakan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) jadi semua disetorkan ke negera melalui 

eksekutornya kejaksaan.
10

 

E-TILANG adalahl sistem tilangl elektronik yangl memanfaatkan sisteml CCTV sebagail 

pengawasnya. Tetapi sedangkan lE-Tilang ialah sistem penyelesaian pembayaran tilang melalui 

applikasi, yang kita ketahui sebelumnya Polisi sering memberhentikan pelanggar lalu lintas 

sehingga polisi wajib menyapa dengan ramah dan sopan serta menunjukkan identitas dan jati diri 

yang jelas, setelah itu polisi harus menjelaskan pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh 

pelanggar tersebut diberikan keterangan Pasal berapa yang dilanggar dan sejumlah nominal 

denda yang wajib dibayarkan oleh si pelanggar.
11

 

Pentingnya taat lalu lintas merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah. Salah satu ayat 

dalam Al-Qur’an yang mengharuskan ketaatan kepada pemerintah atau negara ialah Q.S. An-

Nisa/4: 59. 

تمُأ  زَعأ ۖۡ فإَنِ تنَََٰ رِ مِنكُمأ مَأ سُىلَ وَأوُْلِي ٱلۡأ َ وَأطَِيعىُاْ ٱلرَّ اْ أطَِيعىُاْ ٱللََّّ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنىَُٰٓ
َٰٓ ِ يََٰ ء  فرَُُُّّوُُ ِلَِ  ٱللََّّ ََيأ  فيِ 

ِ وَٱلأ  مِنىُنَ بٱِللََّّ سُىلِ ِِن كُنتمُأ تؤُأ وِيلًا  وَٱلرَّ سَنُ تأَأ رٞ وَأحَأ لِكَ خَيأ َٰٓخِرِِۚ ذََٰ مِ ٱلۡأ  يىَأ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan 

Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya),  jika 
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kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”.
12

 

 

Kandungan ayat tersebut merupakan perintah : 

 

1. Setiap umat muslim taat dan patuh kepada Allah SWT, Rasul dan Ulil Amri (pemimpin) 

2. Terhadap Ulil Amri dalam ayat ini bersifat mutlak apabila selama Ulil Amri tidak 

memerintakan kepada yang dilarangkan oleh Allah SWT 

3. Jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan dalam suatu urusan maka harus kembali 

kepada Allah dan Rasul-Nya 

4. Masyarakat harus menerima pemerintahan islam dan mendukung para pemimpinnya yang 

adil.
13

 

Terkait ketaatan kepada pemimpin Rasulullah pernah berpesan yang isinya adalah:  

الْطَّاعَةِ وَ إنِْ كَانَ عَبْداً حَبشَِيًّا أوُْصِيْكُمْ بِتقَْوَى اللهِ وَ الْسَّمْعِ وَ   

Artinya: “Aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwa kepada Allah  dan mendengar serta 

taat (kepada pemimpin) sekalipun dia adalah budak  Habsyi (orang hitam)” (HR. 

Ahmad 17144, Abu Dawud 4607, Turmudzi 2676 dan dishahihkan Syuaib al-

Arnauth). 

Berbagai gejala lalu lintas yang penting di daerah perkotaan di negara yang belum 

berkembang dapat dikemukakan (H. A Adler, 1983), di antaranya sebagai berikut: 

1. Keadaan prasarana jalan raya pada umumnya kurang memuaskan, yaitu sempit dan 

kualitasnya dibawah standar 
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2. Jumlah kendaraan bertambah terus setap tahunnya dengan laju pertumbuhan yang sangat 

pesat, tidak sebanding dengan jalan raya yang tersedia 

3. Banyaknya kendaraan yang berkecepatan lambat seperti dokar dan becak seringkali 

menimbulkan kemacetan lalu lintas 

4. Kedisiplinan, kesopanan dan kesadaran berlalu lintas para pemakai jalan raya masih 

kurang sehingga mengakibatkan kesemrawutan lalu lintas 

5. Sebagai pengaturan lalu lintas masih dirahasikan belum mampu menja min kelancaran 

arus lalu lintas
14

 

Gejala-gejala itu merupakan faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, angka 

kecelakaa meningkat terus bukan hanya dalam jumlahnya, akan tetapi juga leboh mengerikan 

akibat kecelakaaannya yaitu korban meninggal dunia, luka-luka berat dan ringan, serta kerugian 

materiil yang tidak kecil jumlahnya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotorsangat lah pesat 

telah mengakibatkan berbagai kesulitan selain timbulnya kecelakaan lalu lintas yang semakin 

meningkat, Jumlah bermotor baik roda empat maupuin roda dua di Wilayah Kota Banjarmasin 

setiap tahunnya mengalami kenaikan 10%  Akabiat jumlah kendaraan yang tidak mengalami 

perubahan  sehingga selalu menjadi kemacetan dimana-mana. Jumlah kendaraan bermotor di 

Banjarmasin saat ini sekitar 250 ribu Unit, Bisa dibayangkan betapa sesaknya sudah kota yang 

hanya luasnnya sekitar 79 Kilometer Persegi
15

 

Kemudian berangkat dari adanya peraturan baru di Kota Banjarmasin yakni Elektronic 

Traffic Law Enforcement melalui Polda Kalimantan Selatan dengan wilayah pertama yaitu Kota 

Banjarmasin, bahwa penerapan E-Tilang baru dilakukan dengan menggunakan sejumlah kamera 

yang terhubung dengan Ekosistem E-Tilang sudah dipasang di berbagai titik salah satunya 
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dijalan Ahmad Yani km 6. Adapun  E-Tilang inil dapat secaral otomatis mendeteksil jika adal 

pelanggar lalu lintasl baik pengendara rodal dua yang tidak menggunakan l helm, berhentil diluar 

area yangl seharusnya saatl di persimpanganl lalu llintas, menerobos lampul merah, melawanl arus 

bahkan stop dengan melewati garis yang sudah ditentukan. Kamera l ini juga l bisa saja mendeteksil 

jika pengendaral roda empatl tidak menggunakan sabuk pengaman l saat berkendaral bahkan 

dimalam haril sekalipun serta pelanggaranl lainnya jika pengguna plat l nomor palsul atau sedang 

menggunakan handphone saat berkendara bisa dideteksi dan dicatat sebagai pelanggaran lalu 

lintas. 

 Penerapan E-Tilang di Kota Banjarmasin ini merupakan sebuah hal yang baru dalam 

rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas di Kota Banjarmasin, Mengingat bahwa masih 

barunya penerapan E-Tilang sebagai sebuah kebijakan di Kota Banjarmasin mengundang 

ketertarikan Peneliti untuk meneliti Pelaksanaan E-Tilang  di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu 

Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pemberlakuan Sistem E-Tilang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan (Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Kota Banjarmasin)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem pelaksanaan E-Tilang di Kota Banjarmasin? 

2. Bagaimana prosedur pembayaran denda bagi pelanggar melalui sistem l E-lTilang? 

C. Tujuanl Penelitian 

1. Untukl Mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan lE-Tilang di kota banjarmasin. 

2. Untuk Mengetahuil bagaimana penindakan terhadap sanksi denda bagi pelanggar melalui 

sistem E-Tilang. 

D. Signifikasi Penelitian 



Adapun beberapa kegunaanl dari Penelitian inil meliputi: 

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan agar mendapatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang 

pelaksanaan E-Tilang yang baru saja dilaksanakan di kota Banjarmasin agar mengetahui 

seberapa efektifnya pemberlakuan sistem E-Tilang yang baru saja dilaksanakan, Dan dapat 

memberikan pengetahuan yang luas tentang teknik penyusunan sebuah peraturan lalu lintas 

yang baru dilaksanakan yaitu bersifat elektronik bagi Peneliti dan pembaca serta masyarakat 

umum. Memperbanyak kepustakaan referensi UIN Antasari Banjarmasin tentang Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pelanggaran lalu lintas 

khususnya yang baru dilaksanakan dikota Banjarmasin dengan sistem E-Tilang di lembaga 

wilayah polda kalsel, serta sebagai l bahanl informasil awall bagi l Peneliti yangl lainnya untukl 

meneliti masalahl serupa denganl peraturan lberbeda 

2. Manfaat praktis 

Yaitu dengan kegunaan bagi kepentingan diluar akademi. Secara praktis Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi penegak hukum di wilayah 

Polda Banjarmasin. 

E. Definisi Operasional 

1.  Pemberlakuan dalam l Kamus Besarl Bahasa Indonesial adalah lProses, cara, perbuatanl 

memberlakukan.
16

 Pemberlakuan yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah 

pemberlakuan sistem E-Tilang berdasarkan Undang-Undangl Nomor 22l tahun 2009l 

tentang lalul lintas danl angkutan ljalan terhadap lalul lintas. 
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2. Sistem E-Tilang adalahl sistem tilangl elektronik yangl memanfaatkan sistem l CCTV 

sebagail pengawasnya. Sisteml E-Tilangl dimaksud dalam Penelitian ini adalah sistem E-

Tilang berdasarkanl Undang-Undangl Nomor 22l tahun 2009 l tentang lalul lintas dan l 

angkutan jalanl terhadap lalul lintas yang berlaku diwilayah hukum Kota Banjarmasin. 

3. Lalu l Lintas didefinisikanl sebagai gerak l kendaraan danl orang di l ruang lalul lintas ljalan.
17

 

Lalu lintasl yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah lalu lintas yang ada diwilayah 

hukum Kota Banjarmasin. 

F. Kajian Pustaka 

 Setelah Peneliti melakukan kajian pustaka terhadap beberapa Penelitian ada beberapa 

yang memiliki keterkaitan dengan Penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk mencari data 

tentang masalah Penelitian yaitu dalam berbentuk l buku, artikel, jurnall ataupun karya ilmiahl 

lainnya yang memiliki relevansi l dengan Penelitianl yang ingin diteliti. 

Kajianl mengenai lE-Tilang memang sudahl banyak ditemukanl antara llain meliputi skripsi: 

1. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Siska Ulansari, UIN Sultan Thaha Saifuddin (2019) 

Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam, skripsi dengan judul Penerapan sanksi 

denda Tilang Elektronik Studi pelanggaran terhadap pelanggaran lalu lintas di polresta 

kota jambi. Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan, penerapan l E-Tilangl 

merupakan sebuahl pilihan yangl efesien danl efektif untukl mencapai sasaranl dalam 

pelaksanaanl tilang kepadal pelanggar peraturanl lalu lintasl walaupun beluml dapat 

dikatakanl bahwa lE-Tilang inil efektif karenal penerapan El-Tilang dil Indonesia masihl 

tahap luji coba.
18

 Perbedaanl dengan Penelitianl yang dilakukanl penyusun yaitu terkait l 

pada tempatl studi kasusl yang lberbeda, yaitu Siska  diwilayah Banda Lampung, 
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sedangkan Peneliti mengambil kasus di kota Banjarmasin. Memiliki persamaan nya ialah 

sama-sama mengkaji tentang E-Tilang  Terhadap lalu lintas. Perbedaan terkait lokasi 

Penelitian menilai atas pertimbangan bahwa setiap daerah tentu memiliki perbedaan 

sosial budaya masing-masing, sehingga dalam mengahadapi kebijakan hukum tentu 

berbeda pula. 

2. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih 

dengan judul “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan (Studi Di Polres Rembang)”. E-Tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat 

dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. 

Penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan 

kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang 

di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem ETilang 

adalah Transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat 

menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di 

sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
19

 Peneliti memiliki kesamaan 

Penelitian pada Penelitian ini bahwa akan meneliti bagaimana penerapan E-Tilang bagi 

pelanggar lalu lintas. Akan tetapi Peneliti akan melakukan Penelitian di wilayah Kota 

Banjarmasin yang baru menerapkan kebijakan E-Tilang. Perbedaan lokasi Penelitian ini 

atas pertimbangan bahwa setiap wilayah memiliki perbedaan sosial dan budaya pada 

masyarakat meskipun memiliki ketentuan dan pengaturan hukum yang sama. 
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3. Jurnal yang ditulis oleh Syeni Rakhmadani dengan judul “Analisis Penerapan E-Tilang 

dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia”. Penelitiannya menunjukkan bahwa 

langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dengan menerapkan E-Tilang dalam 

mewujudkan Good Governance merupakan suatu keputusan yang baik. Partisipasi 

masyarakat, dalam penerapan E-Tilang partisipasi masyarakat dapat dinilai baik hal ini 

dilihat dari adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsesus bersama yang 

melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan bank tempat penitipan denda tilang. 

Efektif dan Efisien, belum dapat dikatakan bahwa penerapan E-Tilang ini efektif karena 

sistem ini masih baru dan belum ada evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang 

selanjutnya.
20

 Kemiripan Penelitian ini dengan apa yang akan Peneliti teliti terletak pada 

penerapan E-Tilang sebagai sebuah kebijakan baru pemerintah dalam instansi kepolisian. 

Akan tetapi Penelitian Syeni memiliki sifat umum yakni penerapan E-Tilang dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia, sedangkan peneliti berfokus pada 

penerapan E-Tilang pada sebuah kawasan wilayah tertentu yakni Kota Banjarmasin. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Reza Hilmy Widi Putera yang berjudul “Peran E-Tilang Dalam 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas Di Wilayah 

Hukum Polres Banyumas”. Pelaksanaan penegakan  hukum  menggunakan  E-Tilang 

masih  ditemukan  adanya  kekurangan seperti  masyarakat  yang  kurang  paham  dan  

mengerti  tentang  E-Tilang,  anggota ada  yang  belum  dikjur  serta  penindakan  

menggunakan  E-Tilang  terlihat  rumit. Faktor-faktor yang  mempengaruhi  peran  E-

Tilang  berupa Man,  Money,  Materials, Machines, Methods, dan Market. Saran dari 

peneliti agar sosialisasi mengenai E-Tilang lebih ditingkatkan, memberikan dikjur kepada 
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seluruh anggota lalu lintas, adanya.
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 Kemiripan Penelitianl ini denganl apa yang akanl 

peneliti teliti ialahl tentang E-Tilang, adapun Penelitian ini berfokus pada penegakan E-

Tilang pada masayarakat sedangkan peneliti berfokus pada penerapan dan pelaksanaan 

awal E-Tilang di Bajarmasin. 

5. Skripsi yang ditulis oleh Erfin Novianto Prabowo Azhari berjudul “Penerapan Hukum E-

Tilang dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas”. Penelitiannya menunjukkan bahwa E-

Tilang di Indonesia belum dapat dikatakan efektif karena masih dalam tahap uji 

coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan 

E-Tilang selanjutnya. Faktor penghambat dari sistem E-Tilang karena masih 

banyaknya masyarakat yang belum paham tentang cara pembayaran E-Tilang dan 

sistem E-Tilang yang belum dipahami secara baik sehingga perlunya sosialisasi 

yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.
22

 Permasamaan Penelitian Erfin 

dengan peneliti ialah penerapan E-Tilang dalam upaya penertiban lalu lintas, akan 

tetapi Penelitian Erfin terlihat bersifat umum mengingat E-Tilang yang masih 

dilakukan adalah uji coba. Selain itu, letak perbedaan mendasar bahwa peneliti 

melakukan Penelitian yang berlokasi di Banjarmasin yang juga menerapkan E-

Tilang pada tahun 2020 dengan telah banyak terjadi pelanggar. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai isi dari Penelitian ini, maka peneliti 

menyusun sistematika penelitian sebagai berikut. 
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 Babl Il lPendahuluan, Babl ini l mengatur latarl belakang masalahl dari lPenelitian. 

Permasalahan yangl sudah tergambarl  dirumuskan dalaml bentuk rumusanl masalah, setelahl itu 

disusunl dengan tujuanl dari Penelitianl lyang merupakanl hasill yangl di l linginkan. Kemudian 

setelahl tujuan terdapatl signifikasi Penelitianl yang merupakanl kegunaan hasill Penelitian. 

Definisil operasional lyang telah dirumuskanl untuk membatasil istilah-istilahl dalam judull 

Penelitian lyang bermakna luasl dan lumum. Kajian pustaka l disajikan sebagail informasi ladanya 

Penelitian daril aspek lainl yang mempunyail perbedaan ataupunl dengan lPenelitian dari aspekl lain 

yangl mempunyai perbedaanl ataupun kesamaanl dengan lPenelitian yang ldilakukan. Adapun 

sistematikal penelitian adalahl susunan skripsil secara lkeseluruhan 

 Babl II Landasanl Teori, yangl memuat tinjauanl teoritis berkaitanl dengan persoalanl yang 

dilakukanl dalam Penelitianl ini. Dalam babl kedua inil penyusun akanl menyajikan tinjauanl umum 

tentangl sistem lE-Tilang yangl meliputi Pengertianl E-Tilang, Pelanggaran lalul lintas, Peraturan 

perundang-undangan yang akan berkaitan 

 Babl III: Metodel Penelitian, yangl memuat jenis danl pendekatan lPenelitian, lokasi 

lPenelitian, subjek danl objek lPenelitian, data danl sumber ldata, teknik pengumpulanl data, serta 

teknikl pengolahan danl analisis ldata. 

 Bab IVl Penyajian danl Analisis lData, dalam pembahasan dibagian bab empat penelitil 

akan menyajikanl analisis daril data yangl telah diperolehl serta pembahasanl yang terperinci 

mengenail pelaksanaan berlalu lintas dengan sisteml E-Tilangl di Kota Banjarmasin 

 Bab V: lPenutup, babl inil akanl membahasl mengenai simpulanl dan rekomendasil 

dalam penelitianl skripsi lini. Pada babl ini Penelitil akan lmemberikan simpulanl dan lsaran-

saran sebagail masukan pemikiranl terhadap hasill Penelitian yangl sudah ldilakukan  

 


